LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BATAS WAKTU KONSEKUENSI
NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN APABILA DIBUKA APABILA DITUTUP
1 Laporan kekayaan, gaji dan | Pasal 17 hurup h UU Nomor 14 | Kecuali pejabat dan staf yang | Dapat mengungkap rahasia | Melindungi
Kondisi keuangan, | Tahun 2008 tentang keterbukaan | Berkewajiban melaporkan LHKPN | Pribadi, yaitu kondis | penyalahgunaan oleh
aset,dan Rekening bank | Informasi publik, kecuali yang | dan LHKASN keuangan, pihak yang tidak
atas nama Pribadi Dinyatakan lain sebagaimana Aset, pendapat, dan rekening berkepentingan
Pasal 18 ayat ( 2 ) huruf Bank Seseorang
2 Laporan hasil review | - Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 17 | 30 tahun sejak diterbitkan Merupakan cara kerja yang | Dapat dimanfaatkan
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2003 tentang tidak bisa terbuka untuk | oleh pihak yang tidak
(RKA) oleh Inspektorat keuangan Negara; Pasal publik, sehingga dapat | bertanggung jawab
Kabupaten 17 huruf j UU nomor 14 dimanfaatkan oleh pihak yang
Tahun 2008 tentang tidak bertanggung jawab serta
keterbukaan Informasi publik; untuk menjaga independensi
- PP Nomor 61 Tahun 2010 auditor
tentang Pelaksanaan
keterbukaan UU Nomor 14
Tahun 2008
3 Laporan tuntutan | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 | 30 tahun sejak  diterbitkan | Mencantumkan nama individu | Melindungin
Perbendaharaan/Tuntutan | Tahun 2008 tentang Keterbukaan | TP/TGR/ dan seluruh TP/TGR | Sehingga dapat mengungkap | penyalahgunaan oleh
Ganti rugi (TP/TGR) Informasi tuntas terselesaikan Rahasia pribadi Pihak yang tidak
Publik berkepentingan
4 Laporan Pajak Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 | Kecuali pejabat dan staf yang | Dapat mengungkap rahasia | Melindungi

Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi publik, kecuali yang
dinyatakan lain sebagaimana
pasal 18 ayat (2 ) huruf b

berkewajiban melaporkan pajak

pribadi

Pribadi, yaitu kondis keungan
Keuangan, aset, pendapat, dan
Rekening bank seseorang

penyalahgunaan oleh
Pihak yang tidak
berkepentingan




Dokumen hasil pengawasan | Pasal 17 h UU Nomor 14 Tahun | 30 tahun sejak pemeriksaan Dapat membuka rahasia | Melindungi

oleh inspektorat provinsi | 2008 tentang keterbukaan pribadi penyalahgunaan oleh
maupun inspektorat Infomasi Publik, jo. Pasal 17 Pihak yang tidak
Kabupaten Huruf a berkepentingan
Laporan Hasil pemeriksaan | Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor | 30 tahun setelah LHP diterima | Dapat berpotensi | Tidak mengganggu oleh

(LHP ) BPK RI

14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi publik

dan terselesaikan tuntas

penyalahgunaan Kewenangan,
karena informasi yang diminta
belum dikuasai atau
didokumentasikan

Penyelesaian LPH
hingga tuntas

Laporan pemeriksaan
Khusus oleh insoektorat
Provinsi maupun

Inspektorat Kabupaten

- Pasal 17 huruf h UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi publik;

- PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

30 Tahun

Dapat dimanfaatkan oleh yang
tidak bertanggung jawab

Merupakan cara kerja
yang tidak bisa terbuka
untuk Publik, sehingga
dapat dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab
serta untuk menjaga
Independensi Auditor

Laporan pemeriksaan
Khusus oleh Insoektorat
Provinsi maupun

Inspektorat Kabupaten

- Pasal 17 huruf h UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

- PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem pengendalian
Intern Pemerintah

30 Tahun

Dapat dimanfaatkan oleh yang
tidak bertanggung jawab

Merupakan cara kerja
yang tidak bisa terbuka
untuk Publik, sehingga

dapat dimanfaatkan
oleh pihak yang
Tidak bertanggung

jawab  serta  untuk
menjaga Independensi
Auditor

Laporan pemantauan tidak
Lanjut hasil pemeriksaan
(BPK, BPKP Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten)

Pasal 17 huruf h UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik,kecuali yang
dinyatakan lain sebagaimana
Pasal 18 Ayat (2) huruf b

30 Tahun
diterbitkan

Dapat mengungkap identitas
Obligee (pribadi mauoun badan
usaha)

Melindungi dari
praktek persaungan
usaha tidak sehat

Laporan Pengaaduan
Pelanggaran melalui Whistle
Blowing System (WBS)

Pasal 17 huruf a UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

30 Tahun
diterbitkan

Mencantumkan nama individu
sehingga dapat mengungkap
rahasia pelapor

Melindungi identitas
keamanan, dan
keselamatan  pelapor,
saksi dan korban

Laporan Gratifikasi

Uu Nomor 20 Tahun 2001
tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31

30 Tahun
diterbitkan

Mencantumkan nama Individu
sehingga dapat mengungkap
rahasia pribadi

Melindungi
penyalahgunaan Pihak
yang tidak




Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Kepentingan

12 Dokumen pengadaan Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 | Sampai dengan seluruh tahapan | Dapat melanggar ketentuan | Menjamin pelaksanaan
Barang/Jasa (Dokumen Tahun 2008 tentang | proses pengaduan Barang/Jasa dalam Proses Pengadaan | Pengadaan barang jasa
Lelang/ Seleksi, dan Keterbukaan Infirmasi Publik; selesai dilaksanakan,atau setelah | Barang/Jasa, Dimana | yang dilakukan telah
Dokumen Kualifikasi) Perpres Nomor 16 Tahun 2008 | Kontrak ditandatangani Dokumen pengadaan | Memenuhi tujuan,

tentang pengadaan Barang/Jasa  hanya  boleh | kebijakan Prinsip, dan
Barang/Jasa Pemerintah diakses oleh peserta lelang | etika yang berlaku
yang telah mendaftar

13 Dokumen proses evaluasi | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 | Sampai dengan seluruh tahapan | Dapat melanggar ketentuan | Menjamin pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa | Tahun 2008 tentang Keterbukaan | proses pengaduan Barang/Jasa | dalam Proses Pengaduan | Pengadaan barang jasa
(Berita Acara Hasil | Informasi Publik; Perpres Nomor | selesai dilaksanakan,atau setelah | Barang/Jasa, dimana proses | yang dilakukan telah
Pelelengaan/Seleksi,Laporan | 16 Tahun 2018 Tentang | Kontrak ditandatangani Evaluasibersifat rahasia yang | memenuhi tujuan,
Hasil Evaluasi ) pengadaan barang/jasa dilakukan terbatas, Serta akan | kebijakan Prinsip, dan

Pemerintah mengganggu Independensi | etika yang berlaku
pokja UPL
14 | Bukti pembayaran/kwitansi | Keputusan  Komisi Informasi | 5 tahun sejak penerbitan Bukit | Belum dapat dipertanggung- | Mencega salah
Pembayaran dan Data | pusat Pembayaran jawabkan Kebenarannya, | penafsiran terhadap isi
Penduduk lainnya Nomor 006/VII/KIPPS-M- karena isi dokumen | dokumen jika
A/2010 merupakan bagian dari | merupakan bagian dari
Tanggal 15 november 2010 Laporan keuangan (Unaudited) | Laporan Keuangan
(unaudited)
15 | Dokumen Penawaran Pesert | - Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun | Tidak terbatas apabila | Dapat saling mempergaruhi | Menjamin
Lelang/Seleksi 2000 tentang Rahasia Dagang mengandung Hak Kekayaan | baik langsung maupun tidak | pelaksanaan
- Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 | Inteletual (HKI) dan Rahasia | Langsung pada saat | Pengadaan barang jasa
Tahun 2008 tentang | Perusahan Lelang/Seleksi, yang berakibat | yang dilakukan telah
Keterbukaan Informasi Publik; terjadinya persaingan usaha | memenuhi tujuan
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak sehat ,kebijakan, dan Etika
Tentang pengadaan yang berlaku
Barang/Jasa Pemerintah
16 Rincian Harga perkiraan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 | Sampai dengan seluruh tahapan | Dapat menimbulkan | Menjamin pelaksanaan

Sendiri (HPS)

tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

proses pengadaan Barang/Jasa
selesai dilakasakan, atau setelah
Kontrak ditandatangani

persaingan uasaha tidak sehat,
karena bersifat tidak rahasia
adalah Nilai Total HPS

pengadaan BarangJasa
yang dilakukan telah
memenuhi tujuan,
kebijakan,prinsip dan
Etika yang berlaku




17 Dokumen Kontrak - Pasal 17 huruf dan huruf h UU | Sampai dengan seluruh | Dapat mengganggu | Semua bagian yang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Pelaksanaan kontrak selesai | kepentingan Perlindungan Hak | ada, didalam dokumen
Keterbukaan Informasi Publik; | dilaksanakan, atau setelah serah | Kekayan Intelektual (HKI) dan | kontrak termasuk
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 | terima pekerjaan Kedua (FHO) persaingan informasi yang

tentang pengadaan Usaha tidak sehat dikecualikan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam
Undang- Undang Jasa

Kontruksi
18 Laporan Barang Milik - Pasal 30 ayat UU Nomor 17 | Sampai dengan seluruh proses | Belum dapat dipertanggung- | Mencegah salah
Daerah (Unaudited) Tahun 2003 tentang keuangan | audit selesai, serta hanya dalam | jawabkan kebenarannya, | penafsiran terhadap isi
Negara; bentuk ringkasan karena isi Dokumen | dokumen jika
- Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 merupakan bagian merupakan bagian
Tahun 2008 Keterbukaan Dari laporan keuangan laporan Keuangan |
informasi publik jo. Pasal 6 ( Unaudited ) Unaudited )
ayat (3) huruf e;

19 | Bukti kepemilikan dan/atau | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 | Dapat dibuka untuk kepentingan | Dapat dimanfaatkan oleh pihak | Melindungin
Perolehan Barang Milik | Tahun 2008 tentang Keterbukan | hukum yang tidak bertanggung jawab penyalahgunaan oleh
Daerah, serta dokumen | Informasi Publik Pihak yang tidak
Pemanfaatan lainnya atas berkepentingan
Barang Milik Daerah

20 | Rincian Nilai Aset dan | KEPUTUSAN Komunisi Informasi 10 Tahun sejak nilai aset | Belum dapat Dipertanggung- | Mencegah salah
Sistem informasi Manajeme | Pusat Nomor : 006/VII/KPPS-M- | ditetapkan awabkan Kebenarannya, | penafsiran terhadap
Barang Milik Daerah A/2010 TANGGAL 15 karena isi Dokumen | isi dokumen jika
( SIMBADA) NOVEMBER 2010 merupakan bagian Dari | merupakan bagian dari

Laporan Keuangan (Unaudited) laporan Keuangan
(Unaudited)

21 Dokumen Kepegawaian | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Selama  yang  bersangkutan | Belum dapat dipertanggung- | Mencegah salah
neliputi antara lain riwayat | Tahun 2008 tentang keterbukaan sebagai masih bersatus | jawabkan kebenarannya, | penafsiran terhadap isi
Pegawai dan  keluarga, | Informasi publik, kecuali yang Pegawai aktif karena isi Dokumen | dokumen jika
Kesehatan, kapasitas | dinyatakan lain sebagaimana Pihak yang diungkap | merupakan bagian dari laporan | merupakan bagian dari
Intelektualitas, catatan | Pasal 18 ayat (2) huruf b Rahasianya memberikan | keuangan (Unaudited) laporan Keuangan (
Pribadi, hukuman/sanksi, Persetujuan tertulis; Unaudited )
dan Sasaran Kerja Pegawai Pengungkapan berkaitan
(SKP) dengan posisi seseorang dalam

jabatan publik;

22 | Akses Sistem Informasi | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 | Selama yang bersangkutan masih | Dapat mengukap rahasia | Melindungi
Manajemen Kepegawaian | Tahun 2008 tentang Keterbukaan | bersatus sebagai Pegawai pribadi penyalahgunaan oleh
(SIMPEG) Informasi publik Pihak yang tidak

berkepentingan




23 | Laporan Gaji Atas Nama | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 |- Selama yang bersangkutan | Dapat  mengukap rahasia | Melindungi

Pribadi Tahun 2008 tentang keterbukaan masih bersatus sebagai | pribadi penyalahgunaan oleh
Informasi publik, kecuali yang Pegawai aktif; Pihak  yang tidak
dinyatakan lain sebagaimana |- Pihak yang diungkap berkepentingan
Pasal 18 ayat (2) huruf b rahasianya memberikan

persetujuan tertulis;

- Pengungkapan berkaitan
dengan posisi seseorang dalam
jabatan publik;

24 | Laporan Tambahan | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 |- Selama yang | Dapat mengukap rahasia | Melindungi
Penghasilan Atas Nama | Tahun 2008 tentang keterbukaan bersangkutanmasih  bersatus | pribadi penyalahgunaan oleh
Pribadi Informasi publik, kecuali yang sebagai Pegawai aktif; pihak yang tidak

dinyatakan lain sebagaimana |- Pihak yang diungkap berkepentingan
Pasal 18 ayat (2) huruf b rahasianya memberikan
persetujuan tertulis;
- Pengungkapan berkaitan
dengan posisi seseorang dalam
jabatan publik

25 | Rincian Laporan  Harta | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 |- Selama yang | Dapat mengukap rahasia | Melindungi
Kekayaan Aparatur Sipil | Tahun 2008 tentang bersangkutanmasih  bersatus | pribadi penyalahgunaan oleh
Negara Keterbukaan Informasi Publik, sebagai Pegawai aktif;

kecuali yang dinyatakan lain |- Pihak yang diungkap
sebagaimana Pasal 18 ayat (2) rahasianya memberikan
huruf b persetujuan tertulis;
- Pengungkapan berkaitan
dengan posisi seseorang dalam
jabatan publik

26 | Naskah rancangan produk | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 | Sampai dengan naskah | Belum dapat dipertanggung- | Mencegah salah
Hukum aparatur dan naska | Tahun 2008 tantang keterbukaan | Rancangan produk hukum | jawabjkan keabsahannya, | penafsiran terhadap
Akademisnya Informasi publik tersebut disahkan karena naskah rancangan | naskah rancangan

prduk hukum belum | produk hukum
disahkan

27 | Dokumen - dokumen yang | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 | Sampai kasus hukum dinyatakan | Dapat menghambat proses | Mendukung asas
terkait dengan kasus | Tahun 2008 tentang keterbukaan | selesai atau dinyatakan terbuka | Penyelidikan dan penyelikan | praduga tidak
hukum (litigasi dan non | Informasi Publik untuk umum oleh Pengadilan/ suatu bersalah, serta
litigasi) Lembaga Penegak Hukum lain melindungi

penyalahgunaan oleh
pihak yang tidak

berkepentingan




28 | Dokumen - dokumen yang | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 | Setelah disampaikan di | Dapat mengahambat proses | Melindungi
terkait dengan bantuan | Tahun 2008 tentang keterbukaan | Pengadilan atau  dinyatakan | penyelesaikan perkara penyalahguaan oleh
Hukum oleh penegak | Informasi Publik terbuka untuk umum oleh pihak yang tidak
hokum (affidavit) Pengadilan berkepentingan
29 | Nota kesepahaman (MoU) | Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 | 30 tahun setelah perjanjian | Substansi bias disalah- | Bahwa perjanjian
dan Perjanjian Kerjasama | Tahun 2008 tentang Keterbukaan | berakhir gunakan oleh pihak yang|adalah huku bagi
(PKS) Informasi Publik tidak berkepentingan para pihak sehingga
hanya bisa diketahui
oleh pihak (KUH
Perdata pasal 1338
ayat 1), karena Dberisi
hak dan
kewajibanyang hanya
boleh diketahui oleh
kedua belah pihak
30 | Memorandum/nota dinas, |- Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 | 5 Tahun Dapat mengungkap rahasia | Melindungin
Diposisi dan surat-surat Tahun 2008 keterbukaan Badan Publik yang bersifat | penyalahgunaan oleh
antar Badan Publik atau Informasi publik; urusan Administratif pihak yang tidak
Intra Badan Publik yang |- Pasal 44 ayat 1 huruf I UU berkepentingan
menurut sifatnya  tidak Nomor 43 Tahun 2009 tentang
disediakan bagi pihak lain Kearsipan
dan dinyatakan  sangat
rahasia,rahasia, terbatas
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
terkait dan aturan
Ptelaksanaannya
31 | Putuskan pengadilan yang |- Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 | Tidak terbatas Dapat bepontensi | Melindungi
telah  berkuatan hukum Tahun 2008  Keterbukaan penyalahgunaan Kewenangan | penyalahgunaan oleh
tetap  (inkracht) terkait Informasi Publik; karena informasi yang diminta | pihak  yang  tidak
kasus Pidana, perdata, |- Pasal 44 ayat 1 huruf I UU tidak berada dalam | berkepentingan
PTUN, Arbitrase, KPPU dan Nomor 43 Tahun 2009 tentang penguasaan badan publik,
KIP serta Rekomendasi Kearsipan
Ombudsman
32 | Data kompetensi PNS hasil | Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun | Tidak berjangka waktu (selalu | Dapat mengungkap rahasia | Melindungi
Assessment Center 2008 tentang Keterbukaan | menjadi rahasia) pribadi, yaitu  kapabilitas, | penyalahgunaan oleh
Informasi Publik, kecuali yang intelektualitas dan kemampuan | pihak yang tidak
dinyatakan sebagaimana Pasal seseorang berkepentingan

18 ayat 2 huruf b




33 | Data Kinerja Pegawai Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun | Di atas 3 Tahun Dapat mengungkap rahasia | Melindungi
2008 tentang Keterbukaan pribadi, yaitu kapabilitas, | penyalahgunaan oleh
Informasi  Publik,kecuali yang intelektualitas dan kemampuan | pihak yang tidak
dinyatakan sebagaimana Pasal 18 seseorang berkepentingan
ayat 2 huruf b
34 | Advis teknis yang sedang | Pasal 17 huruf b dan huruf h UU | Sampai dengan pekerjaan tersebut | Apabila mengandung formula/ | Melindungi
dilakukan/diberikan kepada | Nomor 14 Tahun 2008 tentang | dinyatakan selesai rumusan tertentu, bisa | penyalahgunaan oleh
pihak lain yang masih | Keterbukaan Informasi Publik merugikan kepentingan | pihak yang tidak
dalam penanganan persaingan usaha berkepentingan
35 | Detail Engineering Design/ | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 | Sampai dengan seluruh | Apabila mengandung formula/ | Melindungi
Rencana Teknik Akhir Tahun 2008 tentang Keterbukaan | pelaksanaan  kontrak selesai | rumusan tertentu, bisa | penyalahgunaan oleh
Informasi Publik dilaksanakan, atau setelah serah | merugikan kepentingan | pihak yang tidak
terima pekerjaan kedua (FHO) persaingan usaha berkepentingan
36 | Basic Design Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 | Sesudah umur layanan atau | Apabila mengandung formula/ | Melindungi
Tahun 2008 tentang Keterbukaan | untuk kepentingan khusus rumusan tertentu, bisa | penyalahgunaan oleh
Informasi Publik merugikan kepentingan | pihak yang tidak
persaingan usaha berkepentingan
37 | Detail Spesifikasi Teknis Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 | Sesudah wumur layanan atau | Apabila mengandung formula/ | Melindungi
Tahun 2008 tentang Keterbukaan | untuk kepentingan rumus tertentu,bisa merugikan | penyalahgunaan oleh
Informasi Publik kepentingan persaingan usaha | pihak yang tidak
berkepentingan
38 | Data hasil penilaian harga | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 | Sampai dengan telah selesainya | Sampai dengan telah | Dapat berpotensi
Tanah oleh Kantor Jasa | Tahun 2008 tentang Keterbukaan | proses pembayaran terhadap | selesainya proses pembayaran | menggangu
Penilaian Publik (KJPP) Informasi Publik pengadaan tanah untuk | terhadap pengadaan tanah | proses pengadaan
Kepentingan publik untuk kepentingan publik tanah untuk
kepentingan publik
39 | Laporan Hasil Pengawasan |- Pasal 17 huruf h  UU | Diatas 5 Tahun Dapat dimanfaatkan oleh pihak | Merupakan cara kerja
dan Pengendalian Nomor 14 Tahun 2008 tentang yang tidak bertanggung jawab yang tidak bisa terbuka
Kesesuaian Kegiatan keterbukaan Informasi untuk publik, sehingga
Pemanfaatan Ruang (KKPR) Publik; dapat dimaanfaatkan
terhadap Para pemegang |- PP Nomor 60 Tahun 2008 oleh pihak yang tidak
Izin tentang Sistem pengendalian bertanggung jawab,
Intern Pemerintah serta untuk menjaga
independensi kegiatan
pengawasan dan
pengendaliaan
40 | Surat Teguran dan Berita |- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 | Diatas 5 Tahun Dapat dimanfaatkan oleh pihak | Merupakan cara kerja

acara kegiatan Pengawasan

Tahun 2008 tentang

yang tidak bertanggung jawab

yang tidak bisa terbuka




dan Pengendalian
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Terhadap Para Pemegang
Izin

Keterbukaan Infformasi Publik

- ’PP Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

untuk Publik,sehingga
dapat dimanfaatkan
oleh pihakyang tidak
bertanggung
jawab,serta
menjaga independensi
Kegiatan Pengawasan
dan pengendalian

untuk

41 | Proses pengusulan | UU No. 6 Tahun tentang Desa Setelah proses pengangkatan Mendahului keputusan yang | Sesuai dengan
pengesahan pemberitaan diambil oleh lembaga yang | prosedur yang
dan pengangkatan kepala memiliki kewenangan (tidak | seharusnya berjalan
desa taat asas) (taat asas)

42 Proses pengangatan badan | UU No. 6 Tahun tentang Desa Setelah proses pengangkatan Mendahului keputusan yang | Sesuai dengan
permusyawaratan Desa diambil oleh lembaga yang | prosedur yang
memiliki kewenangan (tidak | seharusnya berjalan
taat asas) (taat asas)
43 Proses penghitungan alokasi | UU No. 6 Tahun tentang Dana | Setelah proses pengangkatan Terjadi campur tangan oleh | Sesuai dengan
Dana Desa Desa pihak yang tidak memiliki | prosedur yang
kewenangan dalam  proses | serharusnya berjalan
penghitungan alokasi Dana | (taat asas)
Desa
44 Proses penghitungan alokasi | Permendagri 86 Tahun 2017 | Setelah proses penghitungan | Terjadi campur tangan oleh | Sesuai dengan
Dana Desa tentang Taat cara Perancangaan, | Rencana anggaran Dinas pihak yang tidak memiliki | prosedur yang
Pengendalian dan Evaluas kewenangan dalam  proses | serharusnya berjalan
Pembangunan Daerah penghitungan rencana | (taat asas)
Anggaran Dinas

45 | Daftar penghasilan pegawai | UU No. 5 Tahun 2014 tentang | Sampai ada persetujuan dari yang | Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan

( Slip Gaji) Aparatur Sipil Negara bersangkutan pihak yang tidak | prosedur yang
brtanggungjawab serharusnya  berjalan
(taat asas)

46 | Laporan keuangan sebelum | Laporan sifatnya belum dilakukan | Setelah mendapat persetujuan | Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan

di audit eksternal audit pimpinan atau setelah audit pihak yang tidak | prosedur yang
brtanggungjawab serharusnya berjalan

(taat asas)
47 | LHP Audit investigasi LHP investigasi perlu | Mendapat persetujuan pimpinan | Dapat dimanfaatkan oleh pihak | Menjaga dan
Penyelesaiaan  sesuai dengan | badan publik yang tidak bertanggung jawab menghindari rahasia




ketentuan yang berlaku

badan publik

48 | Dokumen pemberian sanksi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Hanya terdapat pada pihak yang | Terjadi penyalahgunaan oleh | Menjaga rahasia
Disiplin pegawai KIP Pasal 17 huruf h terkait pihak yang tidak | pribadi Seseorang
- Dapat mengungkap rahasia brtanggungjawab
pribadi PNS
- Dapat menghambat Proses
penegakan hokum
49 | Penelitian uji kompetensi UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Sampai selesai uji kompetesi Mengganggu akuntbilitas | Menjaga dan
KIP Pasal 17 huruf h pelaksanaan ujian menghindari kebocoran
50 | Data hasil check up | UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Atas ijin yang bersangkutan dan | Mengganggu rahasia pribadi | Menjaga rahasia
Perorangan PNS/ Pejabat KIP Pasal 17 huruf h untuk kepentingan penegakan | Seseorang pribadi Seseorang
hukum
51 | Data hasil tes pontensi/ | UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Sampai ada ijin yang | Mengganggu rahasia pribadi | Menjaga rahasia
Kompentesi PNS / Pejabat KIP Pasal 17 huruf h bersangkutan Seseorang pribadi Seseorang
52 | Identitas PNS yang diduga UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Sampai ada pengajuan dari yang | Mengganggu rahasia pribadi | Menjaga rahasia
melanggar disiplin KIP Pasal 17 huruf h bersangkutan Seseorang dan  berpontesi | pribadi Seseorang
nntuk disalahgunakan
53 | Data rencana penempatan UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Sampai selesainya proses | Mengganggu kebijakan Menjaga kebijakan
PNS / CPNS KIP Pasal 17 huruf h Penempatan dari yang | Pemerintah / pimpinan pemerintah
bersangkutan Supaya tertib
54 | Notulen hasil siding | UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Sampai hasil baperjarakat | Mengganggu kebijakan | Menjaga kebijakan
Baperjarakat KIP Pasal 17 huruf a dan huruf i ditidaklanjuti pemerintah pemerintah
55 | Dokumen pertinbangan /| - PP No. 100 Tahun 2000 | Sampai hasil baperjarak | Mengganggu kebijakan | Menjaga kebijakan
Rekomendasi Baperjakat tentang Pangangkatan PNS | ditidaklanjuti Pemerintah Pemerintah
dalan jabatan Struktural,
Pasal 14
- UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP Pasal 17 huruf I
dan hurufj
56 | Dokumen pengangkatan, | - PP No. 100 Tahun 2000 | Selama masih berlaku dan | Mengganggu penyusunan | Mengamankan proses
Pemindahan dan tentang Pangangkatan PNS | Diperlukan dalam Pengambilan | Kebijakan Penyusunan kebijakan

Pemberhentian PNS dalam

dalan jabatan Struktural,

keputusan yang terkait




dari jabatan struktural

Pasal 14

- UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIPasal 17 huruf I
dan j

57

Arsip SK pengangkatan
Pemindahan dan
Pemberhentian PNS dalam
dan dari jabatan struktual

- PP No. 100 Tahun 2000
tentang Pangangkatan PNS
dalan jabatan Struktural,
BAB III ; keputusan kepala
BKN NO. 13 Th 2002 tentang
kententuan Pelaksanaaan PP
No. 100 Tahun 2000 Tentang
pengangkatan PNS dalan
jabatan Struktural,
sabagaimana diubah dengan
PP No. 13 Th 2002, lampiran I
angka Romawi II huruf B No.
4 dan 5 dan Huruf C dan D

- UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP Pasal 17 HURUF
I dan j

Sesuai dengan ketentuan untuk
tetap ditatausahakan samapai 30
Tahun

Pertimbangan- pertimbanganya
dapat mengungkap rahasia
Jabatan yang bersangkutan

Mengamank
Kesinambungan dan
Kebijakan pemerintah

58

Soal Tes CPNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang
KIP Pasal 17 hurufl

Sampai selesainya test / seleksi

Dapat mengganggu  proses
Rekrumen PNS dan merusak
Kerahasiaan seleksi

Menjaga akuntabilitas
seleksi

59

Dokumen pengakatan
pemindahan guru PNS
dalam tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah

Peraturan menteri pendidikan
nasional No. 28 Th 2010
tentang penugasan guru
sebagai Kepala Sekolah

- Pasal 17 Th 2008 huruf I dan j

Sampai yang bersangkutan
diangkat dalam jabatan

Berpontesi menimbulkan
Intervensi terhadap kebijakan
pimpinan

Kebijakan pimpinan
dijauhkan dari
intervensi oleh semua
pihak

60

SK pengakatan Pemindahan
Guru PNS dalam Tugas
tambahan sebagai Kepala
Sekolah

Peraturan menteri pendidikan
nasional No. 28 Th 2010
tentang penugasan guru
sebagai Kepala Sekolah

- Pasal 17 UU No. 14 Th 2008
huruf I dan j

Sampai yang bersangkutan
diangkat dalam jabatan

Berpontesi menimbulkan
intervensi terhadap kebijakan
pimpinan

Kebijakan pimpinan
dijauhkan dari
intervensi oleh semua
pihak




61 | Daftar nilai DP3 PNS dan PP No 10 TAhun 1979 tentang | Atas ijin bersangkutan Mengganggu privasi yang | Menjaga privasi yang
SKP penilaian pelaksanaan bersangkutan bersangkutan
pekerjaan PNS Pasal 5/6
UU No. 14 Tahun 2008 tentang
KIP,Pasal 17 huruf h,I, dan j
62 | Keputusan penjatuhan PP No. 53 Tahun 2010 Sampai turunnya  penjatuhan | Dapat berpontesi mangganggu | Menjaga obyekvitas
Hukum Disipin PNS Perka BKN No. 21 Th 2010, | Hukum displin obyektivitas putusan yang akan | Putusan
Romawi IX Angka 8 UU No. h,I, dijatuhkan
dan juga KIP, Pasal 17 huruf a,
huruf h dan hurufI
63 | Keputusan ijin/keterangan PP No. 53 Tahun 1983 jo. PP | Sampai keluarnya keputusan Ijin Dapat berpontesi Informasi | Menjaga obyekvitas
tentang perceraian PNS No. 45 Th 1990 yang tidak benar dan bisa
UU No. 14 Tahun 2008 menimbulkan Fitnah
tentang KIP Pasal 17 huruf
h,I, danj
64 Dokumen Pengelola PP No. 9 Th 2003 tentang | Selama masih berlaku dan | Dapat mengungkap rahasia | Mengamakan proses
Kepegawaian : pengangkatan, Pemindahan, | diperlukan dalam pengambilan | pribadi PNS yang bersangkutan | penyusunan kebijakan
a. Kenaikan pangkat dan Pemberhentian PNS; keputusan yang terkait mengganggu penyusunan
b. Kenaikan gaji berkala UU No. 9 Th 1974 jo.UU No. 43 kebijakan/menghambat
c. Mutasi Th tentag pokok-pokok kebijakan karena adanya
d. Pensiun kepegawaian pengungkapan secara secara
e. Administrasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang
kepegawaian KIP, Pasal 17 huruf h,I, dan j
65 | Biodata elektonik PNS UU No.11 Th 2008 tentang ITE | Selama yang bersangkutan Data yang bersifat pribadi bila | Untuk menjaga
lengkap UU No.14 Tahun 2008 tentang dibuka akan menggangu | kerahasiaan PNS yang
KIP, Pasal 17 huruf h,I, dan j. privasi yang bersangkutan brsangkutan
66 | Data kepegwaian UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. | Selama yang bersangkutan | Mengganggu privasi seseorang | Mengamankan hak
perorangan PNS lengkap 43 Th 989 tentang pokok- | bersastus sebagai PNS privasi seseorang
pokok Kepegawaian
UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17 huruf
h,I, dan j
67 | Daftar ulasan pengangkatan UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. | Setelah usulan direalisasikan Dapat Mengganggu Kkebijakan | Mengamankan
PNS dalam jabatan 43 Th 1989 tentang pokok- pemerintah/ Pimpinan Kebijakan pimpinan
structural pokok Kepegawaian
Pasal 17 UU No. 14 Th 2008
Huruf h,I, dan j
68 | Daftar nominasi penjabat PP No.100 Tahun 2000 tentang | Selama proses penetapan SK | Mengganggu proses | Mengamankan proses
yang akan dilantik Pengakatan PNS dalam | samapai dengan mulai | penyusunan kebijakan karena | penyusunan kebijakan




Jabatan Struktural, BAB I | berlakunya/pelantikan ada  pengungkapan = yang
keputusan kepala BKN melalui
No.13Th2002 tentang
ketentuan  Pelaksanaan PP
No.100 Tahun 2000 tentang
pengangkatan PNS  dalam
Jabatan structural,
sebagaimana diubah dengan
PP No.13 Th 2002,lampiran I
angka romawi II huruf B No.5
Pasal 17 UU No. 14 Th 2008
huruf h,I, dan j
69 | Daftar nominasi (rangking) Pasal 17 UU No. 14 Th 2008 | Selama selesainya nominasi secara | Menghambat proses | Mengamankan proses
Pejabat structural hurufI lengkap penyusunan kebijakan karena | penyusunan kebijakan
ada pengungkapanyang
mendahului
70 | Instrumen Tes  pontesi/ Pasal 17 UU No. 14 Th 200 | Selama masih berlaku dan | Dapat menghambat proses Mengamankan proses
Kompetensi PNS/Pejabat huruf I diperlukan dalam proses tes | Penilaian yang sedang
Potensi kompetensi PNS/ Pejabat berlangsung
71 | Identifikasi potensi PNS Keputusan Kepala BKN No0.37 | Selama masih  berlaku dan | Dapat mengganggu rahasia | Mengamankan proses
Th 2011 tentang Pedoman | diperlukan dalam pengambilan | pribadi PNS yang | pengambilan kebijakan
Penata PNS keputusan yang terkait bersaangkutan dan | dan melindungi
Pasal 17 UU No.14 Th 2008 mengganggu proses kebijakan | Rahasia PNS yang
Huruf h,I, Dan j yang bersangkutan bersangkutan
72 | Laporan keuangan sebelum | Laporan sifatnya belum dilakukan | Laporan sifatnya belum final | Dapat mengganggu proses Menjaga kerahasian
diaudit eksternal audit karena belum dilakukan audit pelaksanaan kegiatan badan publik
73 | LHP Audit inveatigasi LHP investigasi perlu | Mendapat persetujuan pimpinan | Dapat mengganggu  proses | Menjaga kerahasian
Penyelesaiaan sesuai dengan | badan publik pelaksanaan kegiatan badan publik
ketentuan yang berlaku
74 | Dokumen pemberian sanksi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Setelah keluar keputusan dari a. Dapat mengungkap rahasia | Hanya terdapat pada
disiplin pegawai KIP Pasal 17 huruf h pimpinan Pribadi PNS piha yang
- Dapat mengungkap rahasia b. Dapat menghambat proses | terkait
pribadi PNS Penegakan Hukum
- Dapat menghambat Proses
penegakan hokum
75 | Kondisi keuangan,aset, | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Setelah proses persetujuan | Mengungkap rahasia pribadi Menjaga kerahasiaan

Pendapatan dan
Bank PNS

rekening

Keterbukaan Informasi Publik

pimpinan badan publik

PNS

Pribadi




76 | Proses pengusulan | UU No.6 Th 2014 tentang Desa Setelah proses pengangkatan Mendahului keputusan yang | Sesuai dengan
pengesahan Pemberhentian diambil  olehlembaga  yang | prosedur yang
dan pengangkatan Kepala memiliki kewenangan(tidak taat | seharusnya berjalan
Desa asas) (taat asas)

77 | Proses pengangkatan Badan | UU No.6 Th2014 tentang Desa Setelah proses pengangkatan Mendahului keputusan yang | Sesuai dengan
Permuayawaratan Desa diambil oleh lembaga yang | prosedur yang

memiliki kewenangan (tidak | seharusnya berjalaan
taat asas) (taat asas)

78 | Proses penghitungan | UU No. 6 Th 2014 tentang Desa Setelah proses penghitungan | Terjadi campur tangan oleh | Sesuaai dengan
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa pihak yang tidak memiliki | prosedur yang

kewenangan dalam  proses | seharusnya berjalan
penghitungan Alokasi Dana | (taat asas)
Desa
79 | Proses pembuatan rencana | Permendagri 86 Th 2017 Tentang | Setelah proses penghitungan | Terjadi campur tangan oleh | Sesuai dengan
anggaran Dinas Tata Cara Perencanaan, | rencana anggaran Dinas pihak yang tidak memiliki | prosedur yang
Pengendalian dan Evaluasi kewenangan dalam  proses | sehaarusnya berjalan
Pembangunan Daerah penghitungan rencana | (taat asas)
aanggaran Dinas

80 | Daftar penghasilan pegawai | UU No.5 Th 2014 tentang | Sampai ada persetujuan dari yang | Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan

(Slip Gaji) Aparatur Sipil Negara bersaangkutan Pihak yang tidak | prosedur yang
bertanggungjawab seharusnya
berjalan(taat asas)

81 | Arsip  dinamis,aktif dan |- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Selama masih berlaku ; -  Menghambat proses |- Menyediakan data
inaktif yang berisikan: (Keterbukaan Informasi Selama masih berlangsung penegakan hukum; lengkap yang
Dokumen Keuangan: Publik),Pasal 17 penyelenggaraan; - Menggaanggu kepentingan dilindungi dalam
- SPJ berikut lampirannya |_ UU N (; 43 Th 2009 tentan Selama status perlindungan perlindungan hak; proses penegakan

. g .
Dokumen anggaran da K . Pasal 44 t (1) D7 masih berlaku - Menggunakan proses hukum;
otorisasi carsipan tasa ayat (1) pelaksanaan kegiatan - Melancarkan proses
- Surat pencairan 2)- pelaksanaan
anggaran kegiatan
82 | Disposisi Surat pimpinan UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Selama belum ada tindak lanjut | Dapat menghambat proses | Mengamankan proses
KIP; dari SKPD pengelola surat penyusunan kebijakan Penyusunan kebijakan

83 | Data pribadi pendudduk : - UU No.14 Tahun 2008 tentang | Tidak terbatas - Terjadi campur tangan oleh | - Sesuai dengan

- Nomor KK KIP; pihak yang tidak memiliki prosedur yang




- Nomor NIK - UU No. 23 Tahun 2006 tentang kewenaangan daalam seharusnya
- Nomor KIA adminisstrasi Kependudukan penyalaahgunaan data berjalan (taat asas);
- Nomor AKTA pribadi; - Melindungi
- Dapat mengungkap data rahasia pribadi
(Kelahiran/nikah/Cerai pribadi seseorang seseorang
dll).
84 | Proses pembuaatan rencana | Permendagri 86 Tahun 201 | Setelah proses penghitungan | Terjadi campur tangan oleh | Sesuai dengaan
anggaran tentang Tata Cara Perencanaan, | rencana anggaran pihak yang tidak memiliki | prosedur yang
pengendalian dan Evaluasi kewenangan dalam  proses | seharusnya berjalan
Pembangunan Daerah penghitungan rencana | (taat asas)
anggaran Dinas
85 | Daftar nilai SKP PNS UU No.14 Tahun 2008 tentang | Selama Masih Berlaku Dapat menggungkap rahasia - Melindungi data
KIP Pribadi seorang PNS pribadi PNS
Yang
bersifat rahasia;

- Sesuai dengan
prosedur yang
seharusnya
berjalan (taat
asas)

86 | Daftar penghasilaan pegawai |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Selama Masih Berlaku Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan
(Slip Gaji) KIP pihak yang tidak | prosedur yang
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang bertanggungjawab seharusnya berjalan
Aparatur Sipil Negara (taat asas)
87 | Daftar Tambahan [- UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Selama Masih Berlaku Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan
Penghasilan Pegawai (TPP) KIP; pihak yang tidak | prosedur yang
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang bertanggungjawab seharusnya berjalan
Aparatur Sipil Negara (taat asas)

Peraturaan Bupati Sanggau
No. 24 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Sanggau




88 | Laporan Surat |- UU No. 14 Tahun 2008 | Sampai ada persetujuan dari wajib |- Terjadi penyalahgunaan | Melindungi
Pemberitahuan tentang KIP pajak/tertulis oleh pihak yang tidak | /mengamankan
bertanggungjawab rahasia pribadi
- Mengungkapkan rahasia
data pribadi

89 | Laporan keuangan (laporan |- UU No. 17 Tahun 2003 tentang | Sampai dengan terbitnya laporan | Menghambat kesuksesan | Membantu  mencapai
Keuangan yang belum Keuangan Negara ; keuangan yang telah diaudit kebijakan karena adanya | keberhasilan
diaudit) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang pengungkapan secara | pelaksanaan

KIP premature pembangunan.

90 | Data-data dan informasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan
perizinan yang masih dalam | Keterbukaan Informasi Publik pihak lain data Perusahaan
proses pemohon izin

91 | Model atau desain produk | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan,
Suatu perusahaan Keterbukaan Informasi Publik pihak lain kerahasiaan dan hal

kekayaan intelektual
perusahaan

93 | Informasi terkait komposisi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan,
atau cara pengolahan atau | Keterbukaan Informasi Publik pihak lain kerahasiaan dan hal
metode membuat produk kekayaan intelektual
dari suaatu perusahaan Perusahaan

94 | Riwayat dan kondisi anggota | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan dan
Keluarga dan pemilik | Keterbukaan Informasi Publik pihak lain kerahasiaan keluarga
Perusahaan pemilik perusahaan

95 | Kondisi keluarga,aset, | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan
Pendapatan dan rekening | Keterbukaan Informasi Publik pihak lain data dan asset
bank pemilik perusahaan Perusahaan

pengusaha

96 | Web service yang diterima | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas Dapat disalahgunakan oleh | Menjaga keamanan
dan/atau yang diberikaan | Keterbukaan Informasi Publik pihak lain data dan kegiatan
Keinstitusi/unit kerja kantor

97 | Arsip  dinamis,aktif dan |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang |- Selama masih berlaku; - Menghambat proses | - Menyediakan data




inaktif yang berisikan: KIP (Keterbukaan Informasi |- Selama masih berlangsung; penegakan hukum; lengkap yang
- SPJ berikut lampirannya Publik),Pasal 17; - Selama status perlindungan |- Mengganggu kepentingan dilindungi  dalam
dokumen anggaran dan |- UU No. Tahun 2009 tentang masih berlaku. perlindungan hak; proses penegakan
otoritasinya; kearsipan pasal 44 ayat (1) dan - Menganggu proses hukum,;
- Surat-surat pencairan D7 (2) pelaksanaan kegiatan - Melancar proses
anggaran pelaksanaan
kegiatan
98 | Disposisi surat pimpinan UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Selama belaum ada timdak lanjut | Dapat menghambat proses | Mengamankan proses
Keterbukaan Informasi Publik dari Perngkat Daerah pengelola | penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
surat
99 | Data pribadi penduduk: e UU No.14 Tahun 2008 tentang | Tidak terbatas - Terjadi campur tangan | - Sesuaai dengan
e Nomor Kartu Keluarga; KIP; oleh pihak yang tidak prosedur yang
e Nomor Induk [¢ UU No.23 Tahun 2006 tentang memiliki kewenangan seharusnya
kependudukan/ Nomor administrasikependudukan dalam peenyalahgunaan berjalan (taat asas)
KTP: data pribadi; - Melindungi
N Nom,or AKTA: - Dalam mengungkap data rahasia pribadi
e Nomor Karéu Identitas pribadi seseorang. seseorang.
anak;
(Kelahiran/Nikah/ Cerai
100 | Proses pembuatan rencana | Permendagri 86,Tahun | Setelah proses perhitungan Terjadi campur tangan oleh | Sesuai dengan
Anggaran 2017entang tata cara | Rencana anggaran pihak yang tidak memiliki | prosedur yang
Perencanaan, pengendalian dan kewenangan _ seharusnya  berjalan
Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam  proses perh1tungan (taat asas).
rencana anggaran dinas.
101 Daftar nilai SKP PNS UU No. 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku Dapat mengungkap rahasia e Melindungi
Tentang KIP. pribadi data pribadi
Seorang PNS. PNS yang
bersifat
rahasia;

e Sesuai dengan
prosedur yang
seharusnya
berjalan (taat

asas)




102 | Daftar Penghasilan Pegawai | ¢ UU No. 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku Terjadi penyalahgunaan oleh | Sesuai dengan
(Slip Gaji). tentang KIP Pihak yang tidak | prosedur yang
e UU No.5 Tahun 1014 tentang bertanggungjawab. seharusnya  berjalan
Aparatur Sipil Negara. (taat asas)
103 | Daftar Tambahan e UU No.14 Tahun 2008 tentang | Selama Masih Berlaku Terjadi penyalahgunaan oleh Sesuai dengan
Penghasilan Pegawai (TPP). KIP pihayang tidak bk prosedur yang
e UU No. 5 Tahun 2014 tentang ertanggungjawab seharusnya berjalan
Aparatur Sipil Negara; (taat asas).
e Peraturan Bupati Sanggau
No.24 Tahun 2021 tentang
pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Sanggau.

104 | Laporan Surat | ¢ UU No. 14 Tahun 2008 | Sampai ada persetujuan dari| e Terjadi penyalahgunaan | Sesuai dengan
Pemberitahuan Tahunan tentang KIP. wajub pajak/tertulis oleh pihak yang tidak | prosedur yang
(e-SPT). bertanggungjawab; seharusnya berjalan

e Mengungkapkan rahasia | (taat asas).
data pribadi

105 | Laporan Keuaangaan e UU No.17 Tahun 2003 | Sampai dengan terbitnya | Menghambat kesuksesan | Membantu  mencapai

tentang keuangan Negara; | laporan keuangan yang telah kebijakan  karena  adanya | keberhasilan
e UU No.l4 Tahun 2008 |diaudit pengungkapan secara | pelaksanaan
premature. pembangunan
tentang KIP.

106 | Laporan kekayaan,gaji dan Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun | Kecuali pejabat dan Staf yan | Dapat mengungkap rahasia | Melindungi
kondisi keuangan,aset dan 2008 tentang Keterbukaan | berkewajiban melaporkan LHKPN | pribadi yaitu kondisi | penyalahgunaan oleh
rekening bank atas nama Informasi  Publikkecuali yangi | dan LHKASN keuangan,aset, pendapatan, | Pihak yang tidak
pribadi dinyatakan lain sebagaimana dan rekening bank seseorang erkepentingan

pasal 18 ayat (2) hurufb
107 | Laporan hasil review - Pasal 30 aayat 1 UU | 30 Tahun sejak diterbitkan Dapat dimanfaatkan oleh pihak | Merupakan cara kerja

Rencana Kerja Anggaran

No. 17 Tahun 2003

yang tidak bertanggungjawab

yang tidak bisa terbuka




(RKA) oleh Inspektorat
Kabupaten

tentang Keuangan
Negara;

Pasal 17 huruf j UU
No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

PP No.61 Tahun
2010tentang
Pelaksanaan UU No.14
Tahun 2008

untuk publik, sehingga
dapat dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab,serta
untuk menjaga
Independensi auditor

pada tanggal

Ditetapkan di Sanggau

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

Mei 2022




